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KINERJA PERUSAHAAN, ARUS 
KAS DAN PAJAK (PART 2) 
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DEFINISI PAJAK  
• Dipungut berdasarkan undang-undang 

• Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi 

• Dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah 

• Diperuntukkan pengeluaran pemerintah  public 
investment 

• Mempunyai tujuan lain  reguler 

 



DASAR HUKUM 
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Undang – Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 

Tentang 

Perubahan Keempat atas  

 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan 

• Peraturan Pemerintah (PP) 

• Keputusan Presiden (Keppres) 

• Peraturan & Keputusan Menkeu (PMK & KMK) 

• Peraturan, Keputusan, dan Surat Edaran Dirjen Pajak 

   (PER, KEP, dan SE DJP) 



Fungsi Pajak 
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• Budgetair  sumber 
penerimaan utama 

• Reguler  PPnBM 
Minimun keras, PPh 
pengusahan kecil lebih 
rendah,  

 Redistribusi 

 Demokrasi 
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Penerimaan Pajak 
 



APBN 2018 
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Pajak dalam APBN 2018 
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Tax Ratio 
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Komponen Penerimaan 
Pajak 
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HUKUM PAJAK 
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 Kumpulan peraturan-peraturan yang 

mengatur hubungan antara pemerintah 

sebagai pemungut pajak dan rakyat 

sebagai pembayar pajak 

 



Jenis Pajak 
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Pajak Perusahaan 
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PAJAK dalam Perusahaan 
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 Pajak atas Penghasilan Perusahaan 
– Dibayar langsung oleh perusahaan : 

• Angsuran pajak (PPh 25) 
• Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29) 

– Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23) 
– Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca  utang 

pajak / pajak dibayar dimuka 

 Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax) 
– Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26) 
– PPN  pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak 
– Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak 

dibayar dimuka 

 Pajak Lainnya 
– PBB, pajak daerah, PPnBM  beban 

– Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP) 
– Pajak Daerah 
– Bea Materai 

 



PAJAK untuk Individu 
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 Individu  SPTnya berbeda 
– Bekerja dari satu pemberi kerja 
– Bekerja lebih dari satu pemberi kerja 
– Pemilik usaha 

 Pajak atas Individu 
– Dibayar langsung oleh individu: 

• Angsuran pajak (PPh 25) 
• Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29) 

– Dipotong oleh pihak lain (PPh21, PPh23, PPh22, PPh24, tidak final, final, ) 

 Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)  Pph 21, PPh 
final 
– Orang pribadi yang mempekerjakan pihak lain 
– PPN untuk individu yang menjalankan usaha 

 Pajak Lainnya 
– PBB, pajak daerah, PPnBM  beban 
– Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP) 
– Pajak Daerah 
– Bea Materai 

 

 



Subyek dan Obyek Pajak 
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Pajak penghasilan (PPh) dikenakan  terhadap subjek pajak  

atas penghasilan yang  diterima atau diperolehnya  

dalam tahun pajak. 

• PPh dapat dikenakan atas bagian tahun pajak jika 

kewajiban subjektif  mulai dari bagian tahun. 

• Tahun pajak adalah tahun takwim. Jika tahun buku tidak 

sama, dapat menggunakan tahun buku asalkan berdurasi 

12 bulan. 



Subjek Pajak 
Pasal 2 Ayat (1 dan 1a) 
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Tarif Pajak 
Pasal 17 Ayat (1) 
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No. Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak 

1 0 s/d Rp 50.000.00,00 5% 

2 Di atas Rp 50.000.000,00 s/d Rp 
250.000.000,00 

15% 

3 Di atas Rp 250.000.000,00 s/d Rp 
500.000.000,00 

25% 

4 Di atas Rp 500.000.000,00 30% 

Tarif  pajak progresif  berlaku bagi WP orang pribadi. 

Tarif  pajak bagi WP badan adalah 28% untuk penghasilan sebelum tahun 2010 

dan 25% untuk penghasilan setelah tahun 2010. 



Ketentuan Khusus Atas Tarif Pajak 
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 Tarif  pajak tertinggi dapat diturunkan menjadi 25%, diaturdengan PP. 

 Tarifbagi WP badan dapat berlaku 5% lebih rendah, jika memenuhi persyaratan 

minimal 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan 

persyaratan lain sesuai ketentuan PP. 

 Nilai Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah menuju ribuan terdekat. 

 Bagian pajak terutang bagi WP yang terutang dalam bagian tahunpajak adalah: 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖

360
 𝑥 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑗𝑎𝑘 𝑠𝑎𝑡𝑢 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 

Ataskurun waktu satu bulan penuh diasumsikan setara dengan 30 hari. 



TERIMA KASIH 
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